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Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Fuluh Tiga

bertempat di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bertanda tangan dibawah ini :

i. Daniel Tonu : Ketua Kornisi Infcrmasi Provinsi Nusa

Tenggara ?imur, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Komisi Inforrnasi

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

berkedudukan di jalan Palapa, Nomor 11,

Kelurahan Oebobo. Kecamatan Oebobo,

Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai

PIHAK HESATU; dan

2. Thomas Dohu : Ketua Komisi Pemilih*n Umum Provinsi

NTT dalam hal ini berJindak untuk dan atas
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narra Komisi Pernilihan Umum Provinsi

Nusa 'Ienggara Tirnur yang berkedudukan di

jalan Polisi Militer Nomor l, Kecamatan

Oebobo, Kota Kupang. Selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA

3. iionato Da Purii'rcacao Sanuentri" S.Si Ketua Bacian Pengawas Penriiiiran Ur-nuur

Provinsi NTT dalai:n hal ini bertindak untuk

dan atas naina Badan Pengawas Pernilihan

Umum Prorrinsi Nusa Tenggara Tirnnr yang

berkedirdukan di.jalan El Tari I Kecamatan

Oebobo, Kota Kupang. Seianjutnya disebut

sebagai PIHAK KETIGA

FiitAK KESATLI ciarr FiiiAK KED'tlA sgcAia scrrtiiii-ssridiri dise'uui PiHAK clarr sccaia

hersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahrva PIHAK KESATU merupakan Kornisi yang berfungsi menialankan Undang-Undang

Keterbukaan lnlonnasi Publik dan Peraturan Pelaksanaann),'a termasuk menjalankan petunjuk

tel<nis Standar Layanan ln{bnnasi Publik dan rrenyelesaikan Sengketa [nfbrmasi Fublik

melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi; dan

2. Bahrva PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan

Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Br;nati dan Wakil Bupati. serta Walikota dan Wakil

Walikota yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

3. Bahwa PIHAK KETIGA merupakan Lembaga Pengawas Pemilihan Umurn dan Pemilihan

Gubernr:r dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

4. PTHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untnk melakukan kerfa sarna dan saling

memberikan dukungan berdasarkanNota Kesepahaman }iomor 06/MoU.KlPl)(l2}23,Nornor

52/PR.07-NW0112023 tentang Penyelenggaraan Pemilihan flmum dan Pemilihan

Gubernur tlan \Yakil Gubernur" Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil

Walikota Tahun 2024 clengan prinsip keterbukaan infornrasi publik;
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Dengan rnemperhatikan ketentuan peraturan pertmdang-undangan sebagai berikut:

l. Undang-Undang Nomor 14 Tahr"in 2008 tentang Keterbukaan lntbnnasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 6[, 'I"arnbahan Negara Republik lndcnesia

lrlon-ior ;1846 ):

:. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2tll-5 tentang Penetapan Psraturatr Pemerintah Pengganti

tJndang-Undang (L.embaran Negara RepLrblik Indonesia T'ahun 2015 Nornor 23, Tambahan

I-ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaitnana telalr beherapa kali diribah

terakhir dengan l-indang-Undang Nonror 6 'fahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti llndang-Undang Nornor 2 tahun 2020 tentang Perr-rbahan Ketiga atas

Undang-LJndang Nomor 1 'fahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pernenntah Pengganti

Undang-Undang Nornor I 1'ahun 2014 tentang Pernilihan Guhernur" Bupati dan w*alikota

meniadi LTndang-Undang (Lernbarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Norncr l93-

Tarnbahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6547 7;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2tll7 tentang Psmilihan Llmum (Lembaran Negara

Repubiik lndonesia Tahun 1017 Nanior 182, Tambahan l,embaran Negara E"epublik

indonesia Norror 6109) sebagairnana telalr diubah dengan Undang-lJndang Nomor 7 Tahr"ln

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Perutrahan atas Undang-l,.Indang Nomor 7 Tahr"rn 20 I 7 tentang Pernilihan Umutl
nrenjacii Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Noraor 54,
-l'arnbahan Lemharan Negara Republik lndonesia Nomor 6863 ).

4" Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-lJndang Norncr

l4 Tahun 2008 tentang Keterl"iukaan Infonnasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia

l-ahun 2010 Nr:nror 99, Tambahan Lernbaran Negara Republrk Indonesia Nonror 51.19;

5. Psraturan Kornisi lnformasi Nomor I Tahun 2019 tentang Standar La--vanan dan Proserlur

Penveiesaian Sengketa Informasi Pernilihan Umun dan Perlilihan (Berita Negara Repuhtrik

Indonesia Tahun 20.19 Nonror 189).

5. Feraturan Kornisi Pemilihan lJrnum Nomor 8 'fahun 2019 tentang 'fata Ke{a i(ornisi

Pemilihan ljmum. l(omisi Pemilihan Urnum Pror,insi, dan Kon"risi Perniiihan Unru"n

Kabupatea/Kota (.Berita Negara Republik trndonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana

telah treberapa kaii diubah terakhir dengan Peratr-rran l(ornisi Fernilihan Umum Nonror l2
"I'ahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Perattran Koutisi Pernilihan Umum Nomor I
'I'ahun 2019 tentang Tata Kerja Karnisi Penrilihan Umum. i{ornisi l}emilihan lJtnum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten'Kota (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 20?J Nomor 377\;

7. Peraturan Komist Penlilihan Urnum Nomor 14 Tahun 2020 teutang Tugas, Fungsi, $usunan

Organisasi. cian Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Perniiihan Umum. Sekretariat Komisi

Peniilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Konrisi Perniiihan Umunr Kabupatenr'Kota (Berita

Negara Republik Indonesia l'ahun 2020 Norn*r 1236; sebagaimana telah diuhah dengan

Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor i 'fahun 2023 tentang Perubahan atas Peratllran

i{omisi Pernilihan Umum Nitmor l4 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Suisunan Organisasi,

dan 'fata Kerja Sekretariat Jendral Kotnisi Pemiiiiran lJmum, Sekretariat Kornisi Pemilihan
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Umum Provinsi" dan sekretariat Komisi Penrilihan Limum Kabupaten,,Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8 Peraturan Badan Pengarvas Pemilrhan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Keria dan

Pola Hulrungan Badan Pengarvas Pernilihair Limum. I3adan Pengalvas Pemiliiran Umunr

Provinst, Badan Pengawas Pernilihan Llmum Kabupate#Kota, Panitia Pengau,as Penriiihan

Umum Keca*ratan. Panitia P*ngalvas Pernilihan lJmuu: KelurahaniDesa. Panitia Pengarvas

Pemilihan Uinum Lr"rar Negeri. dar Penga*,as Tempat Pemunguitan Suara sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Badan Pengarvas Pernilihan Umum Nlomor 3 1'ahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Radan Pengar.vas Pen:ilihan Llmum 1",{omor 1 T'ahun 2020 tentang

Tata Kerja dan Pola Hubrmgan Badan Pengarvas Pemilihan l-lmum, Badan Pengarvas

Pemilihan [Jmuin Provinsi" Badan Pengarr,as Pernilihan Umum KabupatedKota, Panitia

Fengar.vas Penrilihan Unrum Kec.amatan. Panitia Pengarvas Pemilihan Umum

Kelurahan,Desa, Panitia Pengarvas Pemilihan Um*m Luar Negeri" dan Pengau,as Tetnpat

Pemrmgutan Suara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pola hubr"rngan dan tata

kerja kelembagaan pengawas pemilihan *mufi1 dalarn penga\{asan pemilihan ulllull sehingga

perlu diganti lagi dengan Peraturan Badan Pengarvas Pemilihan Un"lum Nomor 3 Tahun 2022

Tentang'l'ata Kerja dan Pola Hubungan Pengarvas Peiriilihan Umuur:
q. Peraturan Kornisi lnforrnasi Nomor 1 Tahun 2021 terrtang Standar l,ayanan Informasi Publik

(Flerita Negara Republik Inelonesia "l"ahun 2021 hlomor 741\.

l{.}. Peratr-rran BarvasluNomor f i'ahun 102? tentangPerubahan atas Peraturan Ba,Jan Pengarvas

Pemilhan Urnum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Fublik lladan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umun: Provtnsi, dan

Bad an Pengarvas Pernilihan [J m um Kab upateniKota:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PAI{A PIHAH sepakat rintuk menandatangani dan

rnelaksanakan Perjar-r1ian Kerja Sama tentang Pen_-v*lenggaraan Perrilihan [Jmum dan Pernilihan
(iutrernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati" Serta Walikota dan Wakil Walikota

J'a.hun 2024 dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik meialui ker.venangan PARA PIIIAK
dengan ketentuan sebagai lrerikut.

PASAI, T

KETF]NTti*" UXqtiN{

1. Pemilihan Umum i,ang selanjutnva disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rak-viit untuk

nrenrilih anggota Denan Per*'akilan Rakyat, anggota Denan Perrvakilan l)aerah. Presiden

dan Wakii Preslden. serta anggota l)er.yan Pe*r,akiian Rakr,at l)aerair, y'ang dilaksanakan

seoara langsung, urrllun, bebas. rahasia, ju-1ur, dan adil dalam Nesara Kesatuan Republik

lnclonesia berdasarkan Pancasila dan l-lndang-Llndang Dasar Negara Republik Inrlonesia

Tahun 1945"

2. Pemilihan Gubernur dan wakil {iubernur, Bupati dan Wakil l}upati, serta Walikota dan Wakil

Walikota ,vang selanjutn,vn disebut Psixilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
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i,viiayah Provinsi dan I(abupatenlKota untuk rnernilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis:

3. Inforinasi Publik adalah Inlomasi 1,ang dihasilkan, disimpan- dikelola. dikirim daniatau

diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyeienggaraan dan

penvelenggaraan Negara dan/atar"r penyelenggaraan dan penvelenggaraan badan publik

lainnl'a vans sesuai dengan Llndang-Undang serta infbrrnasi lain yang berkaitan dengan

kspentingan pr,rblik;

4. infiinnasi Pemilihan LJmunr dan lnfbrmasi Pernilihan yang selaryutnya disebut Inlbrmasi

Penrilu dan Pernilihan adalah Inforrnasi ,vang dihasilkan, disiilpan, dikelola, dikirirn daniatau

diterima olel"r Fenyelenggara Perailihan Umum dan Pemilihan dalam rangka Tahapan

Pen_velenggaraalt Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Perundang-undangan.

PASAI,;
I{AKStj D DAlt TtrJtit\lt{

l, Perjanjian Kerja Sama ini dirnaksudkan sebagai landasan pcrlaksanaan dan pedoman bagi

PARA PIHAK dalarn melakukan komunikasi. koordinasi, kerja sama. dan srnergi vang

ditentukan dan disepakati dalam Perianjian Keqa Sama ini;

2. Ferjanjian Kerja Sama ini beduiuan untuk mervujudkan proses Penyelenggaraan Peinilu dan

ilerniitha-n -vang terbuka, jujur, dan aclil serta menjaniin hak akses PAIL{ PITIAK terhadap

Informasi Pemilu dan Pemilihan untuk kepentinuan pen1,'elenggaraan. pengawasan dan

penegakan hukum Penrilu dan Pernilihan sesriai dengan prinsip Keterbukaan lnforrnasi

Pubiik"

PASAT- 3

RT]AI{G LINGKTJP

Ruang lingkup Perjanjian l(erja Sama ini meliputi kegiatan:

1. I(cordinasi. kamunikasi, kousultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis ipelatihan daniatar-l

lokakarya) layanan infbnnasi Pernilu dan Pemilihan:

2. Penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Infbrmasi dan Dokumentasi (PPID) Penyelenggarailn

Peurilu dan Pemilihan tingkat Kornisi Pelnilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Kouiisi Umum Kabupatenr'Kota:

3. Membangun sinergitas la-vanan dan pengelolaan lnforrnasi Pulrlik iremilu dan Pemilihan

dalam Tahapan Penrilr.r dan Perailihiin: dan

4. Kegiatan-kegratan Iain yang disepakati oleh PARA PtrtlAK sesuai dengan tugas dan fungsi

PAR{ P I H AK berdasarkan Ketentuan Perundan g-undangan.
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PASAL 4
PELAKSANAAN

1. Pe{anjian Kerja Sama ini diiaksanakan secara kelernlragaan berdasarkan itikad baik FARA
PIHAK;

2. Per-ian-iian Keria Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusur"r dan dilaksanakan oleh

rvakii yang ditLrnjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, trigas dan f'ungsi masing-

masing PIHAK dengan berpedoman pada psraturan vang berlaku pada lerrrbaga ma..ing-

masrng I'}tHAK.

3. Dalam melaksanakan setiap kegiatan L:*rdasarkan Perjanjian Kerja Satra ini P:\RA PIHAK
harus memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, prosedur, dan ketenluan

lainn_r:a yang berlaku bagi PARA PIIIAK.

PASAL 5

PE}TBIA\'AA}{

Seluruh triaya vang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini clibebankan kepada

anggaran masing-masing PIFIAK sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perurndang-undangan.

PASAI- 6

JAI{GKA WAKTU

i. Ferjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat

diperpanj ang berdasarkan kesepakatan PAR{ P ITIAK;
2. Dalam hal salah satu PIIIdK bermaksr"rcl untuk inemperpanjang atau mengakhiri Ferjanjian

Kerja Sama ini, sebelrun jangka rvaktu sebagaimana dimaksud pada a1'at ( l ) berakhir, rnaka

PII{AK tersebut rvajih menvarnpaikan terlebih dahulu pemberitahLlan secara tertulis untuk

memperoleh persetujuan dari PII{AK lainnya paling lambat 3 (tigal bulan sebelum rencana

pengakhiran:

-1. Pemberitahuan perpan1angan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

ditinriaklaniuti dengan ja*,aban tertulis dari PII-lAK terkait. vang disampaikan paiing Iambat

1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima:
4. Dalarn hal PlFiAK yang menerirna pernberitahuan pengakhiran tidak mernberikan tanggapan

secara tertulis dalamSangka rvaktu 30 ttiga puluh)harr terhitung sejak tanggal penerimaan

strat penrberital,uan maka PiF{AK \ans lncnerirna pemberitahuan clianggap rnenl-etu3tri

pengakhi ran Perjanj ian Kerja Sama:

5. Apahila Perjanjian Kerla Sama ini berakhir danratau tidak diperpan jang lagi danlatau diakhiri
sebelumiangka waktun,va hatrrs sebgaimana dirnaksr"rd pada ayat (1) dan ayat {2). maka

pengakhiran Perjanjian Ker-ja Sama ini tidak mempengarl&i tugas dan tanggungjarvatr PARA
PIHAK yang harr"rs diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelunl

berakhirnva Ferjanian Kerja Sanra ini.
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PASAL 7
PERUBAHAN

I. Perubahan daruatau segala sesuatu yang belurn cliatur dalam Perjanjian Keqla Sama ini akan

diatur kemudian sebagai tarnbahan lude,nclum) i,ang disepakati oleh PARA FIHAK dan

merupakan bagian i/ang tidak terpisahkan dari Perlanjian Kerja Sama ini. dan

2, Hal-hal yang inenyangkut teknis pelaksanaan Per.janjian Kerja Sama ini dapat diatur leirih

lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yans tidak terpisahkan dari Perjanjtan

Ke{a Saina ini.

FASAL S

KEA$AAN l{[rUA]iS* {f"#Sf& fi{AJEU fr E}

1. PARA PUIAK dibebaskan dari segala sanksi ateu tanggung jar+ah y'ang disebahkan

keadaaruke.jadian atau hal-hal lain 1'ang berad* di luar kekuasaan llajar dari PIIIAH
KESAT[I dan PIHAK KEDIIA 3,ang hersifat .frtrcc tttult:urL' lrang selaniutnya cialarn

Perjanjian Kerja Sanra ini disebut -sebagai keadaan men:aksa $itrce ft?{tf eLu'e ),

2. Keadaan memaksa i/itrce ntu.f eure)yang dimaksud dalam Perlanjian Keqa Sama ini meliputi
narrlun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epiderni, situasi politik dan keamanan di

daerah setempat, kebakaran, peperall-qan atau perang saudara, huru hara dan adany-a ketentuian

peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistenl yang berhubungan dengar

pelaksanaan Perjaniian Kerja Sama ini:

-?. Daiam hal terladi keadaarr mematrisa {/irce mufettre) seLragaimana dimaksud pada ayat (2).

PII{AK vang mengalami keadaan mernaksa {firce mc,leure)rvajib me*rberitahukan keadaan

tersebut kepada PIHAK lainnva secara tertulis dise(ai dengan alat bukti paling trambat 3 X 24

(tiga kali dua putuh empat) jarr selak teriadin5,'a keadaan nrenraksa (force mdletrr{ }.

PASAL 9

PEN YELESAIA]\ PERSEI,ISI HA}i

PAILA, PIIIAK sepakat untuk rirenvelesaikan segala perbedaan pendapat dan.,'atau -vang timbui
sebagai akibat pelaksanaan Perjannian Kelja Sama ini secara musyawarah untuk rnencapai

mufakat.

PASAL 1O

PE }IANTATIAI{ }AN EYAI,TJ ASI

PAIIA PIHAK sepakat melakukan penranlauan dan erraluasi terhadap pelaksarraan Per.ianjian

Ker.1a Sama ini secara berkala paling sedikit I {satu) kali dalan: 1 (tahun) baik secara bersama-

sama. fi]aupun sendiri-sendiri.

,Al



PASAL 1I
KERAEASIAAN

1. PAR{ PIHAK bertanggung jarvalr atas kerahasiaan, pengglrnaan dan keamanaan data

danr'atau inforrnasi yang diterinra terkait pc'nyelenggaraan Perjaryian Keria Sama ini sesiiai

dengan Kete-ntuan Peraturan Ferundang-undangan:

2. PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan inforinasi sebagaimafla diraaksrid pada

a__vat i 1) sesuai dengan rnaksud dan tujuan penggLrnaan data dan intbrmasi tersehr:t dan trdak

diperkenankan untuk mernbenkan, menerllskan dan mengungkapl<an kepada pihak iain

kecr-rali cliketentuan lain dalam Ketentuan Peraturan Perundan-t-undangan.

3. PARA PTIIAK dilarang rurtLrk membuat pens$numan danlatau memlrerikan infr:nnasi

daniatau data sebagaimana diutaksud pada a3,at (l ) dan ayat (2) kecuali dengan persetluuail

tertuiis dari PAR-{ PIHAK;

PASAI- I?
KORESPONDI NSI

1. LJntuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-

rnasing wakiinira sebagai pejabat penghubuurg sshagai berikut:

a. PIIIAK KESATU
Jabatan :

Telepon :

Email :

Alamat :

Komisioner Bidang Kelembagaan

a8fi37466666

Lwru&gtfrsl,epry

Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Jl" Palapa

No.l1, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

b. PIHAK KEDUA
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT
Telepon . (380) 826841

Email : p{{tv tz{t@kpu.gr:.itl

Atramat : Jl. Polisi Militer, Ke*amatan Oebobo, Kota Kupang.

c, PIHAK KETIGA
Jabatan : StafSekretariatBawasluProvinsiNTT
Telepon :082141528200
Email : ,u*t.n{t@}suw*sin.gr,t.itl

Alamat : Jl. El Tari i Kecamatan Osbobo, Kota Kupang.
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2. Daiam lial terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada arvat (1i, P*{AK -vang

trerrnaksud melakukan perubahan berkervaiiban untuk memberitahukan sccara tertulis kepada

pihak lainn-va paling larnbat 3 {tiga) hari sebeium teriadin.va perubahan dan tidak perlu

dilakukan perubahan atas Perjanjian l(erja Sarna ini:

3. Selaraa petnberitahuan perubahanrpergantian sebagainrana dirnaksud pada a1,'at i3i belurn

diterima. rnaka segaia korespondensi penyaurpaian inlontrasi tetap ditujukan kepada pejabat

penghuhung dan alarnat sebagairnana ditraksud pada a5''at i 1).

PASAL 13

PENtITTiP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 {dr"ra}. masing-masing berrneterai cukup dan

mempunvai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani oleh PARA PIHAK dan

rnenggunakan stempeljabatan asli pada kertas bermeterai cukup" I {satui rangkap untuk PIHAK
KESATIT dan 1 (satu)rangkap untuk PIHAK KEDLA.

K}ISATTJ
Ketua Komisi Provi*si NTT

TONf,I

PIHAK KEDT]A
Ketua Komisi pemilihan LImum
Provinsi Ir'usa Tenggara Timur

I}IIIAK KETIGA
was Pemilihan f,mum

CAO SARryTENTO

4KX704448744

THOMAS DOIITI l{
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